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I.  PENDAHULUAN
Sejak bergulirnya era reformasi di tahun 1998, perubahan-perubahan di berbagai sektor berbangsa dan bernegara juga mulai dilakukan. Salah satu sektor yang dianggap sangat penting untuk dilakukan perubahan adalah pada sektor birokrasi. Karena itu, sejak tahun 2013 Reformasi Birokrasi menjadi agenda utama pembangunan nasional. Komitmen melaksanakan reformasi birokrasi ini ditunjukkan Pemerintah melalui diterbitkannya beberapa peraturan per-Undang-Undang-an yang menjadi pilar Birokrasi Modern yang profesional dan bebas dari pengaruh politik praktis salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Setidaknya terdapat tujuh substansi penting dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang membedakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
  
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga diperkenalkan adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara yang dimaksudkan untuk mengubah mentalitas mapan dari PNS yang direkrut hanya dari satu pintu kemudian bermutasi dan promosi dalam suatu sistem dimana dia berada selama puluhan tahun. 
Di sisi lain, kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini menimbulkan keresahan bagi pegawai non PNS atau Pegawai Tidak Tetap. Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau sering juga disebut tenaga honorer ini secara bertahap diangkat menjadi CPNS namun sampai dengan Tahun Anggaran 2009 masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat yang belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. 
PTT semakin resah ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terbit karena merasa nasib mereka tidak terakomodir dalam Undang-Undang tersebut. Hal yang sama terjadi di lingkup Pemerintah Kota Mataram, dimana masih ada ratusan tenaga Pegawai Tidak Tetap atau honorer yang masih belum bisa untuk diangkat menjadi CPNS di Kota Mataram. Karena itu, keberadaan Pegawai Tidak Tetap ini memerlukan perhatian khusus agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kota Mataram dan Pegawai Tidak Tetap di lingkup kerjanya.
Dari latar belakang di atas maka dapat di kemukakan beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum Pegawai Tidak Tetap setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan bagaimana bentuk kebijakan Pemerintah Kota Mataram terhadap Pegawai Tidak Tetap dalam rangka perlindungan hukum bagi Pegawai Tidak Tetap tersebut?

Adapun tujuan yang  hendak dicapai adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang didapatkan Pegawai Tidak Tetap setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta untuk mengetahui bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah   Kota Mataram terhadap Pegawai Tidak Tetap di lingkup Pemerintah Kota Mataram.
Manfaat dari penelitian ini secara akademis adalah sebagai sebagai materi pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dalam materi Hukum Kepegawaian, secara teoritsi sebagai kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum, dansecara praktis memberikan pedoman bagi Pegawai Tidak Tetap dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Pegawai Tidak Tetap, bagi masyarakat bisa menjadi sumber informasi serta bagi Pemerintah Daerah dapat menjadi tolak ukur terhadap bentuk peraturan maupun kebijakan yang telah dikeluarkan terkait dengan Pegawai Tidak Tetap. 
Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji Undang-Undang terkait dan empiris pada Pemerintah Kota Mataram. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Perundang - Undangan (Statute Approach), pendekatan Historis (Historical Approach), pendekatan Komparatif (Comparative Approach, dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).
II. PEMBAHASAN
A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Keinginan kuat Pemerintah dan masyarakat untuk mengimplentasikan gerakan Reformasi Birokrasi diawali dengan dibentuknya Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) pada bulan Februari 2010. Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional kemudian mengusulkan perlunya penggantian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara hingga menjadi Undang-Undang sendiri melalui 10 kali masa persidangan, 84 kali rapat menteri yang dipimpin Wakil Presiden dan rapat pejabat senior kementerian terkait, serta 3 kali rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini sempat disangsikan banyak pihak akan bisa diundangkan karena kuatnya resistensi, terutama dari kalangan birokrat sendiri.
Proses pembentukan Undang-Undang ini dimulai pada 23 November 2010 ketika Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dan berakhir pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kamis tanggal 19 Desember 2013 saat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung Wibowo mengetok palu sebagai tanda disetujuinya Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara untuk disahkan sebagai Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sudah disetujui ini kemudian diserahkan pada Presiden dan tanggal 15 Januari 2014 Presiden menandatangani Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan agar peraturan pelaksanaannya harus selesai dalam 2 tahun. Aturan-aturan pelaksana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini terdiri dari 19 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Tidak Tetap Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
Jika dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian istilah Pegawai Tidak Tetap disebutkan dalam pasal 2 ayat (3), maka dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara istilah Pegawai Tidak Tetap tidak lagi ada.

Namun, dalam Undang-Undang ini muncul istilah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang pada pasal 7 ayat (2) disebutkan ” PPPK sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-undang ini”.

Dari isi pasal ini terlihat bahwa PPPK adalah pegawai yang sifatnya tidak tetap karena direkrut berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi, sehingga hubungan kerjanya bisa berakhir ketika unsur-unsur yang mengikat dalam perjanjian kerja tersebut berakhir. Dengan demikian, PPPK bisa dikatakan merupakan pembaruan istilah dari Pegawai Tidak Tetap yang ada pada Undang-Undang sebelumnya. 

Meskipun demikian, PPPK memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan Pegawai Tidak Tetap sebelum Undang-Undang ini berlaku. Pada pasal 22 disebutkan bahwa PPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan potensi:

Di sini terlihat bahwa PPPK mendapatkan hak yang lebih baik dari Pegawai Tidak Tetap sebelum berlakunya Undang-undang ini. Pegawai Tidak Tetap sebelumnya bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan pejabat yang berwenang berdasarkan kebijakan pejabat di instansi masing-masing. Surat perjanjian antara Pegawai Tidak Tetap dengan pejabat dari instansi yang melakukan perjanjian kerja adalah merupakan surat perjanjian sederhana yang berisikan dasar hukum, identitas kedua belah pihak, hak dan kewajiban, serta jangka waktu perjanjian. Dengan demikian, untuk Pegawai Tidak Tetap sebelumnya tidak diatur mengenai cuti ataupun  kesempatan untuk mengembangkan potensi dan hanya mendapatkan gaji atau honor berdasarkan kemampuan keuangan instansi masing-masing.

Meskipun mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, di sisi lain kewajiban PPPK pun lebih berat dari Pegawai Tidak Tetap sebelum Undang-Undang ini berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena PPPK adalah juga merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara, maka PPPK memiliki kewajiban yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil. 

Jumlah maupun formasi jabatan yang akan diisi oleh PPPK di suatu instansi pun harus ditentukan terlebih dahulu untuk jangka waktu 5 tahun, sehingga proses pengadaannya pun harus mengacu pada analisa kebutuhan ini. Hal ini berbeda dengan pengadaan Pegawai Tidak Tetap sebelumnya yang hanya mengacu pada kebutuhan instansi berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang. Hal ini membuka peluang bagi pejabat yang berwenang saat itu untuk melakukan perekrutan sewaktu-waktu dan sebanyak yang dianggap pejabat tersebut diperlukan tanpa melalui proses analisa kebutuhan.

Proses pengadaan PPPK  juga tidak semudah pengadaan Pegawai Tidak Tetap seperti dalam Undang-Undang sebelumnya yang hanya menentukan bahwa Pegawai Tidak Tetap diangkat oleh pejabat yang berwenang yang pada implementasinya kerap disalahgunakan sehingga tumbuh nepotisme. Proses pengadaan ini memungkinkan masyarakat memantau secara langsung, sama dengan proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga meminimalisir timbulnya kecurangan dan memberi peluang yang sama bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan terlepas dari hubungan kekerabatan maupun kedekatan lainnya.

PPPK bekerja berdasarkan perjanjian kerja yang berjangka waktu sedikitnya satu tahun. Jika jangka waktu berakhir dan PPPK yang bersangkutan tidak lagi dibutuhkan kemampuannya berdasarkan analisa kebutuhan ataupun penilaian kinerjanya ternyata tidak memenuhi standar, maka perjanjian kerjanya bisa berakhir. Karena itu, PPPK merupakan Pegawai Tidak Tetap karena hubungan kerjanya dengan instansi yang melakukan perjanjian kerjanya tidak bersifat permanen. 

Selain itu, sama dengan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana diatur dalam Undang-undang sebelumnya, PPPK juga tidak otomatis bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

PPPK walaupun sifatnya tidak tetap tetapi juga memiliki target kinerja pada perjanjian kerjanya yang harus dipenuhi dan menjadi dasar perpanjangan perjanjian kerja selanjutnya. Berbeda dengan Pegawai Tidak Tetap pada Undang-undang sebelumnya yang tidak mengharuskan adanya penilaian kinerja sehingga perpanjangan perjanjian kerjanya pun berdasarkan kebijakan pejabat yang mengangkatnya saja.  

Meskipun demikian, kewajiban untuk memenuhi target kinerja ini pun diimbangi dengan pemberian gaji kepada PPPK yang ketentuannya diatur pada pasal 101.
 Berdasarkan pasal ini, maka PPPK bisa mendapatkan gaji yang berbeda walaupun berada di instansi yang sama tergantung dari beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. Bahkan, pasal ini memungkinkan PPPK menerima pendapatan yang lebih besar dari Pegawai Negeri Sipil jika beban pekerjaan yang dijalankannya lebih besar.

Selain itu, pada ayat (4) juga disebutkan bahwa PPPK berhak menerima tunjangan, yang mana sebelumnya Pegawai Tidak Tetap umumnya hanya mendapatkan gaji atau honor sesuai yang tercantum dalam kontrak kerjanya dan tidak mendapatkan tunjangan lain di luar itu secara resmi. Dengan demikian, PPPK bisa menerima pendapatan dan kesejahteraan yang lebih baik dari Pegawai Tidak Tetap sebelumnya. 

PPPK sebagai Pegawai Tidak Tetap juga mendapat kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, sama halnya dengan Pegawai Negeri Sipil.
 Perubahan cukup besar akan perlakuan Pemerintah terhadap PPPK yang merupakan Pegawai Tidak Tetap terlihat dari jenis perlindungan yang diberikan seperti yang termuat pada pasal 106 yaitu berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum.

Jika dibandingkan dengan perlindungan yang diterima Pegawai Tidak Tetap sebelum Undang-Undang ini berlaku, perlindungan yang didapatkan oleh PPPK sebagai Pegawai Tidak Tetap jauh lebih baik, karena perlindungan yang diterima PPPK sama dengan perlindungan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil. 

Namun PPPK merupakan tenaga yang direkrut melalui proses pengadaan, sehingga PPPK merupakan tenaga baru dan bukan merupakan tenaga turunan atau lanjutan dari Pegawai Tidak Tetap yang sudah ada. Jika Pegawai Tidak Tetap yang sudah ada saat ini ingin menjadi PPPK, maka Pegawai Tidak Tetap ini harus mengikuti seluruh proses rekrutmen yang sama dengan pelamar umum dan tidak mendapatkan keistimewaan ataupun diprioritaskan, kecuali diatur dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya. 

C. Kebijakan Pemerintah Kota Mataram

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, maka Pemerintah Kota Mataram telah melakukan pengangkatan  menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku.

Pengangkatan tenaga honorer yang termasuk kategori 1 (K1) telah dilakukan pada tahun 2013 sebanyak 200 orang. Sedangkan seleksi terhadap tenaga honorer yang termasuk kategori 2 (K2) dilakukan pada bulan November 2013. Dari pelaksanaan tes tersebut yang disusul dengan proses pemberkasan, maka sebanyak 347 orang Pegawai Tidak tetap telah menerima SK Pengangkatan menjadi CPNS pada 12 Maret 2015. Proses seleksi ini sendiri masih menyisakan 873 tenaga honorer yang masih belum bisa diangkat dan sampai saat ini masih bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap di berbagai instansi di lingkup Pemerintah Kota Mataram. 

Kegundahan 873 orang Pegawai Tidak Tetap ini melahirkan kesepakatan antara Pemerintah Kota Mataram dengan perwakilan tenaga honorer yang belum diangkat ini. Pemerintah Kota Mataram telah membuat Surat Keterangan pengakuan yang langsung ditandatangani Walikota Mataram H. Ahyar Abduh terhadap tenaga honorer yang tersisa tersebut. Menurut Asisten Administrasi Umum Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, M.Si, Surat Keterangan pengakuan ini tidak lantas menjadi jaminan bagi Pegawai Tidak Tetap untuk bisa diangkat menjadi CPNS. 

Terhadap Pegawai Tidak Tetap atau tenaga honorer yang tersisa ini sendiri masih ada harapan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil karena pada tahun ini kembali akan diadakan tes bagi Pegawai Tidak Tetap atau tenaga honorer ini sebagaimana disampaikan Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. 

Menyikapi hal ini, Pemerintah Kota Mataram menyatakan kesiapan untuk mengikuti seluruh proses yang ditentukan peraturan perundang-undangan nantinya. Sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Mujahidin, A.Md, Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram, sebelum ada peraturan pelaksana mengenai hal ini, tidak banyak yang bisa dilakukan saat ini. 

III. PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tidak ada lagi istilah Pegawai Tidak Tetap. Pegawai yang sifatnya tidak tetap dalam Undang-Undang ini disebut dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki konsekuensi berbeda dengan Pegawai Tidak Tetap sebelumnya. Perlindungan hukum yang didapatkan PPPK lebih baik dari Pegawai Tidak Tetap sebelumnya karena diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menempatkan PPPK dengan hak dan kewajiban yang hampir sama dengan Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Tidak Tetap yang sudah ada saat ini tidak otomatis menjadi PPPK, melainkan harus mengikuti tes yang sama dengan pelamar umum lainnya. 
Pemerintah Kota Mataram sendiri siap mengikuti dan menetapkan kebijakan yang digariskan Pemerintah Pusat terhadap Pegawai Tidak Tetap yang saat ini masih bekerja di berbagai instansi di lingkup Pemerintah Kota Mataram dan sejauh ini telah melakukan pengangkatan terhadap tenaga honorer K1 dan K2 sebagai CPNS sesuai dengan persyaratan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan Pegawai Tidak Tetap yang tersisa sampai saat ini akan menjadi tanggung jawab instansi yang memperkerjakannya masing-masing dan tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Mataram secara umum.
B. Saran

Adapun beberapa saran yang bisa Penulis sampaikan bagi Pemerintah adalah harus secepatnya menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini agar penerapannya di lapangan juga bisa segera dilakukan. Semakin cepat Undang-Undang ini bisa dilaksanakan, maka semakin cepat pula proses Reformasi Birokrasi bisa berjalan. Selain itu Pemerintah sebaiknya memikirkan adanya peraturan lebih lanjut mengenai keberadaan Pegawai Tidak Tetap yang masih tersisa saat ini agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja secara massal yang bisa berakibat pada bertambahnya angka pengangguran di Indonesia.
Di samping itu, perlu adanya kesadaran dan keinginan untuk berubah dari kalangan aparatur sendiri agar implementasi Undang-Undang ini bisa betul-betul menciptakan aparatur negara sebagai aset yang memegang peranan penting bagi berjalannya roda pemerintahan.
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